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Abstrak

Sejak manusia lahir, manusia telah dianugerahi naluri untuk hidup bersama, mulai dari keluarga, bermasyarakat,
hingga bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain, dan menurut Aristoteles
disebut zoon politicon. Setiap individu berinteraksi dengan individu dan kelompok lain, diatur oleh aturan, adat,
atau norma yang disebut hukum. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sejarah panjang pengelolaan tanah dan
sumber daya alam, di mana isu pertanahan menjadi persoalan krusial sejak masa kolonial hingga kini. Pengelolaan
tanah yang tidak adil dan tidak transparan mewariskan masalah yang masih terasa hingga sekarang, diperparah
tumpang tindih kebijakan dan kurangnya penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Agraria kini tidak terbatas
pada tanah, namun juga mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat
sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UUPA. Hukum agraria sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena
mengatur pertanahan tempat masyarakat tinggal, menegakkan fungsi sosial tanah, dan membatasi dominasi swasta.
Sengketa agraria telah lama terjadi, melibatkan individu, masyarakat, pemerintah, hingga korporasi. Konflik
pertanahan sudah mengakar, sehingga penting diidentifikasi akar masalahnya untuk mencari solusi. Penyelesaian
sengketa dapat melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (luar pengadilan), namun ketidakjelasan hukum dan
kebijakan yang tidak memperhatikan aspek sosial serta budaya masyarakat sering menghambat penyelesaian
sengketa tanah.

Kata Kunci : Manusia Sosial, Konflik Agraria, UUPA, Sengketa Tanah, Masyarakat Adat

Abstract

Since humans were born, humans have been gifted with the instinct to live together, starting from family, society,
to state. Humans as social beings always need other humans, and according to Aristotle it is called zoon politicon.
Every individual interacts with other individuals and groups, regulated by rules, customs, or norms called law.
Indonesia as an agrarian country has a long history of land and natural resource management, where land issues
have been crucial issues since the colonial era until now. Unfair and non-transparent land management has left
problems that are still felt today, exacerbated by overlapping policies and lack of respect for the rights of
indigenous peoples. Agrarian law is now not limited to land, but also includes the earth, water, and natural
resources controlled by the state for the prosperity of the people according to the 1945 Constitution Article 33
paragraph 3 and the UUPA. Agrarian law greatly influences people's lives because it regulates the land where
people live, enforces the social function of land, and limits private domination. Agrarian disputes have long
occurred, involving individuals, society, government, and corporations. Land conflicts are deep-rooted, so it is
important to identify the root of the problem in order to find a solution. Dispute resolution can be through litigation
(court) or non-litigation (outside the court), but unclear laws and policies that do not pay attention to the social
and cultural aspects of society often hinder the resolution of land disputes.

Keywords: Social Human, Agrarian Conflict, UUPA, Land Disputes, Indigenous Peoples
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PENDAHULUAN

Sejak manusia lahir, manusia telah dianugrahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan
orang lain, melalui hidupnya dalam lingkunagn keluarga kemudian bermasyarakat dan
bernegara. Manusia sebagai makhuluk social, secara kuadrat akan selalu membutuhkan
manusia lain. Mengenai hal tersebut, aris toteles menyebutnya dengan sebutan zoon piliticon.
Manusia sebagai makhluk sosial yang lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam
masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu dan kelompok lainnya. Interaksi yang
dilakukan manusia senantiasa di dasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam
masyarakat itu, aturan yang didasarkan pada kontrak social dalam sebuah system masyarakat
disebut hukum.

Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan tanah
dan sumber daya alamnya. Sejak masa kolonial, isu pertanahan telah menjadi salah satu
persoalan krusial yang kerap menimbulkan konflik. Pengelolaan tanah yang tidak adil dan tidak
transparan pada masa kolonial mewariskan sejumlah masalah yang masih terasa hingga kini.
Di tengah dinamika sosial dan politik, pertanahan menjadi isu sentral yang mencerminkan
ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh
banyaknya tumpang tindih kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten, serta kurangnya
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami dan mengelola
tanah mereka sesuai dengan kearifan lokal. Dalam konteks ini, isu agraria tidak hanya menjadi
masalah legal, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.

Agraria dalam perkembangan sekarang ini tidak terbatas pada tanah saja, tetapi
mencakup hal- hal yang lebih luas lagi. Terutama jika dihubungkan dengan UUD 1945 pasal
33 ayat 3 yang menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33
ayat 3 tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya). Implementasi dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (Selanjutnya disingkat
UUPA) yang disahkan tanggal 24 September 1960. Hukum agraria merupakan hal yang sangat
mempengaruhi kehidupan masyarakat karena di dalam hukum agraria itu terdapat peraturan
tentang pertanahan dimana tempat masyarakat itu tinggal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria merupakan landasan yuridis sekaligus benteng hukum
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agraria nasional terutama dalam memprioritaskan redistribusi tanah bagi petani miskin,
menegakkan fungsi sosial dari tanah serta melarang dominasi pihak swasta dalam sektor
agraris.

Sengketa agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak jaman Kolonial Belanda
khususnya yang menyangkut persoalan tanah. Sengketa ini tidak hanya terjadi antar individu
berhadapan dengan individu maupun individu berhadapan dengan masyarakat kolektif, namun
juga rentan terjadi antara individu atau masyarakat kolektif berhadapan dengan penguasa atau
pemerintah. Jika pada jaman dahulu konflik agraria terjadi dalam bentuk “landgrabbing” atau
penjarahan tanah yang berwujud perang sporadis antara masyarakat adat berhadapan dengan
persekongkolan kesultanan dengan pihak pengusaha dalam hal pemberian konsesi-konsesi
tanah, pada era sekarang, konflik agraria bergeser menjadi konflik yang melibatkan korporasi-
korporasi lintas Negara. Oleh sebabnya perlu ada komitmen dari Pemerintah untuk fokus pada
pelaksanaan politik reforma agraria salah satunya melalui keniscayaan Pengadilan Agraria yang
telah digagas bertahun-tahun yang lalu sebagai lembaga Pengadilan khusus yang menangani
konflik-konflik agraria di Indonesia.

Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik
pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan.
Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinventarisasi guna
mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Tanah adalah suatu elemen di permukaan bumi yang sangat penting dalam kehidupan
umat manusia. Disisi lain tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia maupun dalam
kehidupan flora/fauna yang ada di permukaan bumi ini, kemampuan manusia dalam
ketergantungan tanah menyebabkan sering terjadinya permasalahan maupun konflik yang ada,
akan tetapi ini juga merupakan permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan
masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Manusia harus memanfaatkan tanah
dengan sebaik mungkin supaya tidak adanya keserakahan umat manusia di mukabumi ini,
negara adalah salah satu pengelola dari tanah berdasarkan Undang-undang yang mengatur
sehingga, pengaturan inilah yang menjadi manusia tidak serakah atas ciptaan Allah SWT.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah
satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui
litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa
melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang

bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.
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Di sisi lain, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sering kali menghambat proses
penyelesaian sengketa tanah. Banyak kasus sengketa tanah yang berlarut-larut di pengadilan
tanpa ada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan
agraria yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat juga
menjadi faktor penting dalam memicu konflik. Misalnya, kebijakan yang tidak
memperhitungkan hak-hak masyarakat adat sering kali menimbulkan perlawanan dari
kelompok-kelompok ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat merasa bahwa tanah mereka
diambil alih tanpa proses konsultasi yang memadai dan tanpa kompensasi yang layak. Kondisi
ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta memicu

tindakan-tindakan protes dan perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan kaidah hukum
yang berlaku terkait dengan permasalahan agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan.
Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan pustaka
hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun teori-teori
hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber pada data
sekunder, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), peraturan pelaksana, serta dokumen
resmi lainnya yang berkaitan dengan hukum agraria. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan
mengkaji secara mendalam berbagai regulasi yang mengatur agraria dan penyelesaian sengketa,
serta pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan
yang relevan sebagai gambaran penerapan norma dalam praktik hukum. Analisis data dilakukan
secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data hukum yang
diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum dan peraturan perundang-
undangan sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan
yang diteliti dan memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak
melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan, melainkan berfokus pada studi dokumen
hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum agraria dan

penyelesaian sengketa secara normatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak zaman Kolonial Belanda,
khususnya yang menyangkut persoalan tanah. Sengketa ini tidak hanya terjadi antar individu
berhadapan dengan individu maupun individu berhadapan dengan masyarakat kolektif, namun
juga rentan terjadi antara individu atau masyarakat kolektif berhadapan dengan penguasa atau
pemerintah. Jika pada zaman dahulu konflik agraria terjadi dalam bentuk “landgrabbing” atau
penjarahan tanah yang berwujud perang sporadis antara masyarakat adat berhadapan dengan
persekongkolan kesultanan dengan pihak pengusaha dalam hal pemberian konsesi-konsesi
tanah, pada era sekarang konflik agraria bergeser menjadi konflik yang melibatkan korporasi-
korporasi lintas negara. Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang,
akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya
konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan
diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Tanah adalah suatu elemen di permukaan bumi yang sangat penting dalam kehidupan
umat manusia. Di sisi lain, tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia maupun dalam
kehidupan flora/fauna yang ada di permukaan bumi ini. Kemampuan manusia dalam
ketergantungan tanah menyebabkan sering terjadinya permasalahan maupun konflik yang ada,
akan tetapi ini juga merupakan permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan
masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Manusia harus memanfaatkan tanah
dengan sebaik mungkin supaya tidak adanya keserakahan umat manusia di muka bumi ini,
negara adalah salah satu pengelola dari tanah berdasarkan Undang-undang yang mengatur
sehingga, pengaturan inilah yang menjadi manusia tidak serakah atas ciptaan Allah SWT.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah
satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui
litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa
melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang
bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Di sisi lain, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sering kali menghambat proses
penyelesaian sengketa tanah. Banyak kasus sengketa tanah yang berlarut-larut di pengadilan
tanpa ada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan
agraria yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat juga
menjadi faktor penting dalam memicu konflik. Misalnya, kebijakan yang tidak

memperhitungkan hak-hak masyarakat adat sering kali menimbulkan perlawanan dari
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kelompok-kelompok ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat merasa bahwa tanah mereka
diambil alih tanpa proses konsultasi yang memadai dan tanpa kompensasi yang layak. Kondisi
ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta memicu
tindakan-tindakan protes dan perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan.
Penyelesaian sengketa agraria dengan pendekatan nonpenal di Kota Bima menjadi
sangat penting untuk mengurangi konflik, meningkatkan keadilan, serta efisiensi waktu dan
biaya. Pendekatan nonpenal seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah mufakat menjadi
alternatif yang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih adil dan efektif bagi
masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa agraria melalui jalur nonpenal dapat
membantu meningkatkan kesadaran hukum, mengurangi ketegangan, serta memperkuat

kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa agraria.

KESIMPULAN

Sengketa agraria di Indonesia telah berlangsung sejak era kolonial, terutama terkait
persoalan tanah. Konflik ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok
masyarakat, hingga negara. Pada masa lalu, sengketa berbentuk penjarahan tanah oleh penguasa
dan pengusaha melalui konsesi, seringkali berujung pada perlawanan masyarakat adat. Kini,
konflik agraria berkembang menjadi perselisihan antara masyarakat dengan korporasi besar,
termasuk lintas negara. Akar konflik ini umumnya berkaitan dengan ketimpangan penguasaan
tanah, kebijakan yang tidak adil, dan minimnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat.

Tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan.
Ketergantungan manusia terhadap tanah kerap menimbulkan konflik, baik antar masyarakat
maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting
dalam mengatur dan mengelola tanah secara adil untuk mencegah keserakahan serta
memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa agraria dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi (pengadilan)
dan non-litigasi (alternatif). Litigasi merupakan upaya terakhir jika penyelesaian damai tidak
berhasil. Namun, ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak masyarakat, terutama
masyarakat adat, sering kali memperburuk konflik. Oleh karena itu, pendekatan nonpenal
seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah menjadi pilihan yang lebih efektif. Di Kota Bima,
pendekatan ini dinilai mampu mengurangi konflik, meningkatkan keadilan, serta memperkuat

kerja sama antara pihak-pihak yang bersengketa.
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